
SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 53/PP.04 .2-Wt I 321 8/ Kab/VI I 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN NoMoR I 8 / PP. 04. 2-Kpt / 32 I 8 I Kab / Irt I 2o2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Perahrran Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O, yang menyatakan

bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang

ditunda karena te{adi bencana nonalam Corona Viru,s

Disea,se (COVID-I9) dilaksanakan pada tanggal 9

Desember 2O2O;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 258tPL.O2-Kpt/Ol II(J,U tVlt2OzO tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak I"anjutan Tahun 2O2O, yang

b

menetapkan
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menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lan_iutan Tahun 2O2O

dimulai dari tahapan yang tertunda yang dimulai sejak

tanggal 15 Juni 2O2O:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Penrbahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor L8/PP.O4.2-

Kpt/3218/Kab/lIll2O2O tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O:

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat flembaran Negara Republik Indonesia Ta]run 2OL2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peratrrran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Perahrran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65121;

Mengingat 1.

2.

3. Undang-Undang

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/



-3-

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT

Nomor L82. Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Ke4a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2OLT tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembenhrkan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota fBerita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OLT Nomor 1a98);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OLg Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor
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Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2A Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor L69|PP.O4.2-

Kpt/O3/KPU tlll/2}2} tentang Perrrbatran atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 661PP.O6.4-

Kpt/03/KPU llll2o20 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau WaIi Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258(PL.O2-

Kpt/01 ll<PU lVl/2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Laniutan Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl 3218 lKab IVU 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran l"anjutan Tahun 2O2OI

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 92 I BA I 321 8/ Kab/VI I 2O2O tentang

Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara

se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :441/PL.O2-

SD/0l/KPU /Vll2O2O Perihal : Pengaktifan Kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan {PPK) dan Panitia

Pemungutan
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Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2O2O

Tanggal: 12 Juni 2O2O;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN PANGANDARAN

NOMOR 18/PP.04.2-Kptl3218 ll<ablrrU2O2O TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGUNJAYA

KABUPATEN PANGANDARAN DAI.A,M PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

l.a.mpiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan, terhitung

sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31 Januari 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
urrl., lraErctrr I ltltrrrlu,

/

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

KA

SEK

v *

'/

RETA,RI
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I.,AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR ss/PP.o4 .2-Kpt/32t8 /Kab /vll2o2o
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 18/PP.o4.2-Kpt/3218 /Ka.b lrrr /2o2o
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN MANGUNJAYA KAE}UPATEN

PANGANDARAN DALAM PEI{TELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN

DAI.AM PEI.IYELENGGARAAN PEMIUHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2A2O

DESA NAMA JENIS KELAMIN

JANGRAGA

I. SITI ULFAH QURAESIN P

z. rulwtunt\, Lr.r tl. L

3. ICEP IRHAM FAUZAN

S-v-Iii(Ri
L

KERTAJAYA

1. ARIES PURNAMA L

2. AMINUDIN L

3. WELI.ANDA ALBY

NUGRAHA
r

MANGUNJAYA

1. TRISNO ANDRTYANTO L

2. ARIS RINALDI L

\) . I-ll)U \) U \-l \rl'll\ v

1. SUKARMAN, S.S. L

2, PADLUN MAHBUBI, S.Pd. L
SINDANG,IAYA
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Salinan sesuai dengan aslin-na
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Y ?- -: - -,--fr U.ti.i.iiil,

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

+

:
=ul

\7

a AnITVA ETAEITIAP q P,{rrajsL, T

SiJi(AMAJU

1. RUSIM RUSTIAMAN L

2. ASEP SARIF HIDAYAT L

3. TOI{Y ANDRIAN, S.Pd. L
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